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kan 14 pegawai negeri sipil (P
lingkup Pe Gianyar yang te
sangkut sebagai tersangka

Rp 90 juta m lal

Perjalanan
sel tahanan,

(SPPD) Fiktif |

1 \
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1| (28/10) so‘e;PNS yang s agian

perempuan ini ditahan di Rutan
‘Gianyar, sete ﬁebm dulu menjalani
pemeriksaan administrasi dan kes-

ehatan di Kq
(Ke]arl) Gia

; Bersamlmng ke Hal- 15

ntor Ke)aksaan Negen

b §
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Ke-14 PNS yang dijeblos-
kan ke sel tahanan, R‘{})u sore
sekitar pukul 16.20 Wita itu,
masing-masing Sang Ayu Made
Ika Kencana Dewi (Staf Camat
Tampaksiring), Ni Ketut Juni-
antari (Staf Dinas Perhubungan
Gianyar), Ni Ketut Suniawati

, Ni Made Ayu Purnia-
'Pemkab Gianyar), AA
Istri Agung Yunariawati (Staf
Camat Gianyar), Ni Wayan Su-
ciasih (PNS Pemkab Gianyar),
Dewa Made Putra (Sekretaris
Camat Tampaksiring), I Ketut
Ritama (Kepala Seksi Ketentera-

(Staf Camat Gianyar), [ Komang
Yastara (Staf Camat Gianyar), I
Made Wirawan (PNS Dispenda
Gianyar), | Nyoman Sulandra
(Staf Camat Ubud), dan I Made

Suparta (Staf Dispenda Gianyar).  barah

man dan Ketertiban Kecamatan 'sore pukul 16.20 Wita, sesuai SPPD. Namun, ternyata
Ubud), I Ketut Puja (Staf Camat gurlakan Minibus. | -hanya 2 orang dari mereka
Tegallalang), | Made Darmaja etiap tersangka kasus yang melakukan kegiatan ke

iri, tidak menghilangkan eka (terdiri dari 2 PNS lelaki dan

Sebelum diperiksa di Kejari pengaruli
Gianyar, lanjut dijebloskan ke  Ketut Sulrlé ana. dalam perjalanan dinas gelom-
Rutan Gianyar, Rabu sore, 14 Meénu
PNS tersangka SPPD fiktif ini gacana pard tersangka sudah dengan SPPD ke Bogor, Jawa
lebih dulu dilimpahkan penyidik =~ sempat ¢obg
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r Dijebloskan ke Tahanan!

mgota keluarga yang  bertugas di Dinas Pendapatan
5 dlsarankangﬁmn- Daerah (Dispenda) Gianyar

antor Kejari Gianyar.  tahun 2013.
14 PNS tersangka Menurut Kasi Pidsus Kejari
if angsung mengena-  Gianyar, Herdian Rahadi SH, ka-
: bil sus dugaan SPPD fiktif ini ber-
nutupi  mula dari adanya dua pegawai
ahui  diKantor Dispenda Gianyar ya g
saling lapor polisi pada 2013
- silam. D %salmg lapor ke polisi
, | Ketut Sumedana ini, kasnrsnya kemudian dilidik
iakan pihaknyahanya intensif jajaran Polda Bali. Sam-

pahan berkas ka- ﬁaal-,akh ya polisi menemukan
rikut sus dugaan SPPD fiktif ini.

i, dari Kejati Bali. Teru §kap, sekitar Novem-

para tersangk n- -ber 2013 lalu, 14 PNS yang

'ksaanadrriin trasi masih berdinas di Dispenda
an, sebelum u- Gianyar|ini melakukan perjala-
kit ke Rutan Gianyar, nan dinas ke Depok, Jawa Barat,

orupsi pasti kami tah-  Depok. Sedangkan sebagian lagi
jntik mempermudah  melakukan kunjungan pribadi ke
5@ hukum. Selain tu, Bogor, Jawa Barat.

B ,4 orang diantara mer-

, serta tidak mem- 2 PNS perempuan) justru mel-
nglain,” ujar Kajari ~ ancong

rut Sumedana, pen- bang kedua, ada yang berangkat

mengajukan per- Barat. Namun, mereka nyatanya

Pihak Kejati Bali kemudian me- kamika

(Kejati) Bali di Jalan Letda Tan-  tidak mgnahan kliennya, “Na-

.Polda Bali ke Kejaksaan Tinggi mohonan agar pihak ke)a$s an melakukan perjalanan ke Malay-
tulr Niti Mandala Denpasar. mun, perio onanitutetapjti&ak secara bersama-sama sebesar Rp

sia. Mereka pun diduga korupsi

” katanya. | 90 juta melalui SPPD fiktif.

ke Kejari Gianyar.

ini berikut para tersangkanya 14 P}S

fiktif ini dibawa dari Kejati Bali
hingga tiba di Kejari Gi
Rabu siang sekitar pukul 11.00
Wita. Begitu tiba, mereka lang-
ysung menjalani pemeriksaan
‘administrasi dan kesehatan. ke-
'14 PNS tersangka SPPD fiktif ini
didampingi tiga pengacara
Pantauan NusaBali, kedatan-
gan para tersangka di Kejari
Gianyar kemarip, sempat dijen-
guk sejumlah anggota keluarga
mereka. Beberapa di antara ang-
gota keluarga itu sempat mena-
ngis, sehingga mengundang
perhatian sejumlah pegawai
Kejari Gianyar. ( Oleh pegawaike-  ti

nyerahkan penanganan kasus Salah| sqtu kuasa hukum Sementara itu, Rutan Gianyar

Bernadih SH, juga men
Para PNS tersangka SPPD piha nyg

 Bisd berbuat apa,’ "jelas  tahanan di Rutan Gianyar.

' p i jara. Ke-14 PNSini _Rutan Gianyar, IB Duwikora Pu-

ila| Rp 90 juta saat n isih  Rabu kemarin. @& lIsa

akui (napi) dan tahanan, menyusul
sudah mengalg_an dijebloskannya 14 PNS tersang-

d angka SPPD%Iktlf kini dihuni 105 narapidana

ada ka kasus dugaan korupsi me-
an erhadap kliennya. . lalui SPPD fiktif, Rabu kemarin.

, tidak Soalnya, sebelum masuknya 14
)i hak kejaksaan. “Kami PNS ini, sudah ada 91 napi dan

1 “Pimpinan kami sedang men-
ersangka SPPD fiktif gusulkan pemindahan beberapa
anya PNS hngkup napi ke LP lainnya di Bali. Usulan
sianyar ini dijera IJgasal diajukan Kanwil Kemenkum

31 Tahun 1999 tentang - HAM Provinsi Bali. Usulan pe-
N No- mindahan ini dilakukan, karena

n 2001 jo Pasal 55 hunian ideal di.Rutan Gianyar
ancaman hukuman  sebetulnya hanya 70 orang,” je-
i hun dan'maksimal las Kepala Satuan Pengamanan

sdugaan SPPD fik-  tra, saat dikonfirmasi NusaBali,
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cawasan industri
sepertl diatur dalam
. Perda RT

SINGA A\JA, NusaBali

Pemkab Buleleng ternyata
telah berkirim surat ke Kémen-
terian Perhubungan (Kemenhub)
guna memastikan sinkronisasi
Rencana Induk Pelabuhan (RIP)
Celukan Bawang, di Kecamatan
Gerogak dengan Perda RTRW
Kabupaten. Surat yang dikirim
berisi agar RIP Celukan Bawang

dikaji ulang dengan mempe;hatl- :

kan kebijakan di kabupaten yakni
Perda RTRW.

Informasi yang dihimpun, sejak
pembangunan dermaga curah cair
timbulkan pro kontra kewenangan,
pihak PT Pelindo III Surabaya
cabang Celukan Bawang langsung
kirim dokumen RIP kepada Pem-
kab Buleleng. Ternyata setelah do-
kumen itu dipelajari, perenc naan

W, :

PROYEK|Derm

i
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ga Curah yanq, tengah dibangun dl Celukan Bawang.

1
pemba guﬂn
cair ku s
kawasaﬂ i
dalam Péni

Bawang 1tujD
mengakom

kondisi di dae

Kepala i
(Kadishub) |
Gunawan AP
~Rabu (28/ p)

Qr
dermaga curah
uai dengan zone
tri sepertl d tur

ji ulang dengan
kepentmgan dan

as Perhubu an
uleleng, I (,3% e

ng dlkonfmp
1embenarkan, )lg

Bupati sudah berkirim surat ke Ke-
menhub terkait dengan dokumen

' RIP Celukan Bawang. Disebutkan,

surat yang dikirim tersebut telah
diterima oleh pejabat yang mem-
bidangi di Kemenhub RI. “Pada
intinya, Ki

kapkan, saat ini Ke-
masih mengkaji kem-
bali dokumen RIP tersebut yang
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i ﬁemudlan dlsesualkanl de 1&
penetapan zone industri kawas
Pelabuflmn Celukan Ba :

Sikap Kemenhub yangr#lm nga 5
kab ini

“komodir keinginan pe
dlpastkan persoalan yang

bisa diakhiri dan pengem
’kawasan pelabuhan akan
‘tanpa ‘menimbulkan perm: :
han atau bahkan perlangggrdn
regulasi yang dikeluarkan plél
‘pemerintah daerah. “Kami sy da
‘minta pe jelasan ke Kemer}t

‘intinya keinginan pe
kumen RIP itu akan dise

Bawang,” nnbuhnya
Sebeluxpnya Bupati B Ie

Putu Agus Suradnyana angkat bi-

cara masalah kewenangan dala
menyikapi mbangunan de
curah cair. Bupati menyeb 2
kab Buleléng berhak mengetah
rencana pémbangunan tersepi
karena menyangkut aspek

ayahan. Masalahanya, Pemkal

Buleleng punya Perda tentang He
cana Tata Ruang Wilayah (R
dimana wilayah Celukan Bay

diatur dldalamnya sebaai : '

wasan industri. “Jangan sem4ta
mata berbicara otoritas. Apapu
kegiatan itu baik dari pusat, pro

kab akan iakomodir. Kita )
menunggu jawaban suratd d

'mengeta ui rencana terse yL Tapl
selama ini kaml tidak per ah tahu

engaku menyadari

 dari segi regulasi, perizin;

bangun ‘dermaga cural
bungan (Kem
Direktorat Je
n Laut. Namu

emerintahha
‘ i‘asi dan kom

tetapi perlu dipe:
tikan jangan sampa,l m estasi
itu bertentangan
RTRW Pr (jﬁnsn

‘Kabupaten,” katanya ;

Dalam hal ini, Bupati Putu
Agus menegaskan, pihaknya
tetap membuka diri untuk mep-,
jalin kemunikasi terkait renca
pembangunan tersebut. irinya

d pun berharap, pihak pe elola

_pelabuhan celukan bawang bisa
‘menyampaikan rencana pem-
bangunan dermaga curah cair '
_ tersebut. @ k19
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Pengajuan Kredit,
i Disidang

i [EAEIRC LTy i

nakan nar at\ama« orang lain agar kreditnya bisa
digunakan sendiri. Keduanya juga memanipulsi
' ggota kelompok, serta
it KKP-E di luar perun-
ibagikan kepada anggota
entingan pengembangan

DENPASAR, NuisaBali | : L i
 Duaterdakwa kasus dug n korupsi dana Kre!
‘Ketahanan Pangan dan Energi -E) Gianyar, yaitu
[ Ketut Ludri dan I Made Asti :
Ketua dan Bendahara Kelompok Tani Ternak Suarj .
Sari di Banjar.Penyabangan, Desa Kerta, Ke
Payangan, Gianyar jalani sidang perdana di Peng atli
lan Tipikor Denpasar pada, Rabu (28/10).
 Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim pim
nan Dewa Suardita, Jaksa Penuntut Umum (JF
Herdian Rahardi dkk membacakan dakwaan t:‘l
kedua terdakwa yang didampingi kuasa hukumn
: an dijelaskan j
kasus ini terjadi mulai 2010 hingga 2014. -
Ludri bersama dengan Made Astika alias Ger|e}

melakukan tindak pidana korupsi, yakni meng;

K. : l
- Awalnya pada 24 Maret 2008 Kelompok Tani
Suar Sari di Banjar Penyabangan, Desa Kerta,
Payangan, Gianyar mengajukan Kredit Ketahanan
Pangan d nergi (KKP-E) sebesar Rp 540 juta.
Dilanjutkan dengan kredit pada 3 Mei 2010 sebesar
Rp 998.650.000 dan yang gtiga pada 26 Mei 2012

.125.000.000. ; .
dak seluruhnya disalur-
anpaepepal

sesuai proposal yang di Kan. Uang terst 'b!lt,malah
digunakan untuk membayar utang di LPD serta
digunakan untuk kepentingan pribadi kedua terda-
kwa ..an'kerabatnya. “Akibatnya negara mengalami
kerugian Rp252.624.738 sdsuai perhitungan BPK,”
ulaa kYn m dakwaa ' :
tuk mempertangguhg ja
kedua terdakwa ini di! B ‘ tag:z:i

2-ayat (1) Jo pasal 18, su 1 ( 18,
lebih subsider lagi pada pash pasal 1 ;3:11}3-'
Undang RI nomor 31 thhyn tang Pem-

itasan tindak pidana X i lah diubah
dengan UU RI no 20 tahus 2 ubahan
atas UU No 32 tahun 1999 antasan
-’{ngﬂk Pidana Korupsi Jo ke 1 Jo

pasal 64 ayat (1) KUHP. §
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NiisaB

t |
m

jemput bola
ke Klelmendag ri
di Jé arta,
bers ma

a DPRD Ball
an Adi Wiryata
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Niis

sambumgan. - ~

Payung Hukum

tidak perlu harus berbada
hukum. ' \ i

Kepastian dibolehkannya
pencairan dana bansos den-
gan payung hukum Pergub ini

mendatangx Mendagri Tjah fo
Kumolo di Kantor Kementeri:

bansos, telah dibawa pula'
dari Kemendagri oleh Asistg

marin.

gubnya sudqh dibawa pula
ke Bali oleh ‘Asisten I Bidar

Wiryatama saat dikonfirma
NusaBali di Jakarta kemarin},

Menurut Adi Wiryatama,
pihaknya kemarin menempi
Mendagri Tjahjo Kumolo di Ke-

temuan itu, Mendagn T)a o
Kumolo menegaskan penerima
bansos yang diharuskan bej
badan hukum sesuai UU
mor 23 Tahun 2014 tentan
Pemerintahan Daerah :I
Surat Edaran (SE) Mendag i,
tidak ada masalah lagi. Seba

Bali yang bernaung di baw
desa adat, diatur dengan Per:
Desa Pakraman. Dan, itu sudal

sos/h1 ah. !
, yang berada di baw
naungan desa adat seperti
pura, subak, sekaa, dan banj
bisa menerima dana banso
tandas politisi senior PD
yang mantan Bupati Tabana
dua kali periode (2000-20
danb 2005-2010) ini.

Adi Wiryatama mencer-
itakan, pertemuan deng
Mendagri Tjahjo Kumolo ¢
Jakarta, Rabu kemarin, ber-

‘Mendagri Tj

‘oleh Asisten [ S
nyangkut di Jaka

Wiryatam: an] ¢
temu beberap: nienit dengan
Kumolo di

selasela apel di Hemendagri.

Dalam pertemjuan singkat
' itu, Mendagri 'Tjdhjo Kumolo
memberikan jdminan bansos/
hibah bisa cair; Lalu, Mendagri
Tjahjo Kumolg njelimpahkan
penanganén ] sos/hibah
untuk Ball ini/ kepada Dirjen
er emendagri
buatd eiz)n segera. Pas-
alnya, >iarin menda-
dak dlpan tana Negara
Jakarta. .
“Akhir ta ditemui

Dirjen Otd K 211l
Purniasih. Pada|
sos/hibah tak a:
Bansos bisa difa
payung hukurh |
Pergub sudah {live )
telah ditandatang ni Mendag-
ri. Pergub suda

sementara say

»”

)f awat,” tegas
at Tegeh, Desa
atan Baturiti,

gak dapat tike

Angseri, Keca
Tabanan in

Menurt iryatama,
pihaknya sempa membeber

hibah untuk
sampai tldak
salahnya, sebdgidn penenma
Dufa- pura, desa

Si arakat Bali

"Saya ka lau bansosi
sampai tidak ¢ 1.488 desa
adat di B h eflgan jutaan
krama ¢ melakukan

minta sup y ‘-i sampalkan
ke Presiden ] «dwi masalah
'soal ini, )3¥1g ql ai Bali
diabaikan,” tegas Adi: 1ry-
atama yarng Sek ns
Dewan Perti gan
(Deperda) PD|P:Bali.
Sayangnya, Asjsten I Setda

PK RI Perwakilan JProvinsi Bali

ijjaya Wardana, belum ber-
asil dikonfirmasi NusaBali
ya Pergub seb-
gai payungh kum pencairan
Saat dihubungi

sos untuk ma-

g difasilitasi 55
Bali melalui AP-

D Perubahan 2015, mencapai
o6tal Rp 46 miliar. Dana bansos
empat teranicam tid’g&ecair,

rena ada ketentuan pener-
ma harus berbadan hukum.
renanya, Pemprov Bali men-

ajukan Pergub ke Kemendagri
sebasgai payung hukum untuk
pencairan bansos.

| ‘Sementara itu, Sekretaris

gomisi III D

pencairan ba

nsos/hibah su-

ah sangat mepet waktunya.

asalnya, tahun anggaran akan

egera berakhir pada Desem-

er 2015. Sementara kelom-

pok masyarakat sudah telanjur
menga)ukan 2
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PEKERJA menyelesaikan

Pr$yek
pembangu.rnan

. Puskesmas
Abiansemal |
ditarget selesai
Desember
2015. Namun
hingga kini,
pekerja masih
menggarap

MANGUPURA, NusaBali
Proyek pembangunan ge-
dung baru Puskesmas Abi-
ansemal [ terancam tidak
selesai tepat waktu, ltlrena

pembangunan gedun
gedung tersebut terancam tak selesai tepat

* S -

bagian a‘tap.-

banyak pekerjaanyangbelum

akt

dikerjak
tobeI inj, p

fisik Imasih
dahal déad
but Desem

Berdas
para |peker
pada stru
yang|terbu
Bali [pada
luar gedun
belu ik
padalbagia

Pﬁskesmas Abiansemal I, Rab+ (28/10). Pembangunan
I, yakni Desember 2015.

® NUSABALI/Y

.any Hingga akhir Ok-

royek pengerjaan
berlangsung, pa-
line proyek terse-
ber 2015.

rkan pantauan,
a masih berkutat

at dari baja. Style
dinding bagian
c pun sama sekali
erjakan. Padahal
n inilah pekerjaan

yang paling membutuhkan

Sangalt
bangunan
17 miliar |

waktt ldam

dimungkinkan,
dengan biaya Rp
bih ini terancam

tidak selesai tepat waktu

alias chio .
t Abiansemal I Putu

Cama

Ngurah Thomas Yuniarta,

berkila

EOI

firmasi enggan

saat (dil
mem#ye ikhn komentar. Ja
1

1 2 |

Fmﬁngunaq ge-

ctur rangka atap _

dung baru itu adalah di
bawah leading sector Dinas
Cipta Karya (DCK) Badung.
“Saya sempat koordinasi
dengan DCK, katanya tahun
anggaran 2015 ini akan sele-
sai,” ucapnya, Rabu (28/10).
Selama gedung Puskes-
mas Abiansemal [ diper-
baiki; bagaimana pelayanan
kesehatan bagi masyarakat?
Thomas Yuniarta mengaku
pelayanan ‘tetap diberikan.
“Tetap mendapatkan pelay-
anan di bangunan sebelah
selatannya,” tandas mantan
Kabid Kedaruratan dan Lo-
gistik BE’BD Badung, itu.
Secara terpisah, Kepala
DCK Badung Ni Putu Dessy
Darmayanti tidak menampik
kondisiyang terjadi. Bahkan
iamengaku telah memengin-
gatkan rekanan agar mem-
percepat pengerjaan proyek.
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“HARIAN: UMM = |

usab

M |
enhirdt pengakuannya,
dari|penigjauan yang telah
dilakukan|deviasi atau pro-
gress pengerjaan sangatkecil.
Saya g iajtak merinci pro-
gress’ penderjaan dimaksud.
Menﬁ1 ngmasih di atas target
‘tapi eviainya sangat kecil.
Makanya kdmi mengingatkan
rekanan ag r melakukan per-
cepatan, tgdgas Dessy.

Menufuthya, pihaknya su-
dah mer‘ﬂ ta pihak rekanan
menamtk jumlah tenaga
kerja. Sellingga dimungkinkan

pengerjaan fauh lebih cepat.
Bagainana bila penger-
jaan molpn?
Denpasar
akan menenakan dehda
atau pen lll kepada pihak

rekanan. psuai ketentuan,
jika t rla bat maka akan
dikenakdn penalti,” tukas
Dessy.

Untukl diketahui, Gde
Agung s¢mpasih menjabat
sebagai |Bupati Badung
berkali-kalijmengingatkan
rekanan agdr cepat dalam
pengerjdagnya. Bahkan
tidak hanyalcepat tapi juga
menjaga Lcu litas penger-
jaan. “Broyek ini sama den-
gan membangun gedung
rumah| sdkif. Saya tidak
mau ada yang mengelupas,
apalagi|refak}” ujarnya kala
meninjau proyek tersebut,

Juli 2015 Jalu. Gde Agung
minta kormitimen rekanan
bahwa yang bersangkutan

benar-bengr|sanggup me-
nyelesaikan pembangunan
Puskesmas|ARiansemal . -
Hingga alkhir 2014 Kabu-
paten Baduhg telah memiliki
13 Puskesniasidan 54 Pustu.
Dinas Kesehatan juga mel-
aksanakan |pelayanan UGD
24 jam di e‘Hnan puskesmas
kecamatan| yditu Puskes-
mas Petang|l, Abiansemal I,
Mengwi I} Kuta|l, Kuta Utara,
n. & as
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NiisaB:

AS 505, Dew Peng(?pg

Nl 1
i » B ¥ ) i g g sf |

=

‘ §
= “‘s’ ; Anggota
/ DPRD Ka-
rangasem
2014-
2019 saat
dilantik,
~ setahun -
lalu.

AMLAPURA, NusaBali

butkan bela jathibah (bansos)

; 1 _ ——
Segenapanggota DPRD Karan- dapatdl an|kepada: pemer- . g “ERA

gasem yang berjumlah 45 orang  intah p jémerintah dae- DPR 1\”‘\ R/ \)\n ASEM B I

pengeng (pusmg) menghadapi  rah, Ba S ERUHTQIEEoNE DERDASAR PILEG 2014 S,

reses (terjun serap aspirasi). Ma-  Badan Usa ik Daerah, atau NO PARTAl  KURSI KEKUATAN
salahnya, mereka harusme]aku badan,le g serta organisasi ‘ n o
kan reses tanpa disertai memba- arakad tir
wa dana bansos/hibah, menyusul hukum Indgnesia.
aturan baru b;elmnemma '
bantuan harus hulwm.
Berdasarkan aturan baru UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
PemenntahanDaemhldxususnya
Pasal 298 (4) dan ayat (5), dise-

* Bersambpng ke Hal-15 Kolom 5.
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Niisa

i u

1

e

Gunung Biau, |
;| . Muncan, Kedama
dak berbadan hukum. | . rangasem inj sab
Wakil Ketua DPRD Karan- NusaBali di| A
gasem dari frakﬁl Gerindra, Ida  (28/10).

; it memperjuang—
asi harus melalui

Bagus Adn: engakui para Paparan hampi cukup panjang dan menganut
anggota sulitan n - disampaikan Waki D | sekala ? tas,” jelas Nengah
ke bawah menemui t, Karangasem tlagi Fraksi PDIP,1 = Sumardi, palitisi Beringin asal

gara- gara tidak cairnya dana Made Wirta. B Mgderr!ﬁ . Banjar Kre eg, Desa Sibetan,

reses. Namun, hal itu sangat | : Karangase W =
tidak mencukupi untuk terjun ke > i i :
tengah masyarakat. | kons » :
“gBaz};galmana mungkin menu- : ama mengalmpihalmya
runkan warga masyarakat s ankan
kampung dengan dana rese{Rp ;
3 juta? Apa masyarakat tidak
perlu diberikan makan dan 1
num? Jadi, anggota Dewan ng
memaksakan turun ke masyara-
kat di saat reses ini, dlpaitl-
kan akan tekor,” ujar politisi
Gerindra asal Griya Suci, Banjar  juangkar

gasem diahhkan untuk membi-

‘ ayai kegiatan| Khusus bansos di
; Bagian Kesejahteraan Rakyat
; (Kesra) Setdakab Karangasem
h | saja yang belum cair mencapai
| Rp 11,53 miliar, Bansos Rp 11,53 |

‘ miliar dari 698 item proposal
| ini semuanya |dialihkan ke infra-

4,17 miliar dari 269 item pro-
posal yang sudah telanjur cair
di Bagian Kesra. Menurut Kabag
TR | Kesra Setka Karangasem, IB
Gede Pidada, terlanjur cairnya
danabansos Rp 4,17 miliar terse- E

| Ada i)ula bansos senilai Rp '

butbelumse uhnyadxpertang
gung 1awab

secara administrasi,” jelas IB
Il Pidada, Rabu kemarin. & k16
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DENPASAR, Nus Bah
 Pemeriksaan saksi-dalam ka-
sus dugaan mark up pengadaan
lahan kantor BP3TKI (Badan
Pelayanan Penempatan dan
Pex lindiingan Tenaga Kerja Indo-
nesia) Denpasar yang merugikan
negara Rp 2,2 miliar dinyatakan
selesai oleh majelis hakim Pen-
gadilan Tipikor Qenpasar.Meski
sudah seluruh saksi dlpenksal
namun majelis hakim masih be-
lum mengetahui ke mana aliran| - :
uang hasil markup Rp 1,5 miliar. jelas hanya
Hal ini diungkapkan Ket- juta, sisanya
ua Majelis Hakim Pengadilan| dak tahu ke in;
Tipikor, Edward Harris Sinaga Pagehyar
yang memimpin sidang pada, sebagai terda
Rabu (28/10). Sidang kali ini ya menes
mengagkndakan pemeriksaan : b
kedua terdakwa, yaitu | Wayan Prio mengal

ar) dan Prio Adi Santoso (Pejaba
Pembuat Komitmen), serta saksi
lainnya dari BPK (Badan Pemer:
iksa Keuangan), notaries da
BPN (Badan Pertanahan Negara)

Edward mengatakan dari

uang hasil mark up yang men-

capai Rp 2,2 miliar, hanya uang
sekitar Rp 700 juta saja-yang
diketahui mengalir ke kantong
terdakwa [ Wa?ian Pageh, Prio
Adi Santoso dan Trusti Prio Sam-
bodo (tersangka dalam berkas
terprsah)

Sementara sisa uang mark up |
‘Rp 1,5 miliar tidak jelas men-

Pageh (Kepala BP3TKI Denpas- Rp 150 juta, P

PK RI Perwakilan Provinsi Bali

.' dalam sxd
IME bahtah pex‘
y tersebut

iran uang Rp
1,5 miliar ki

Sldang Dygaan Iio”npm BP?fTKI Dénpas

_Rp 1,5 Mlllal'

o Vv tlgaSl pengadaan lahan ini

81'1

U hanya mendapat
gakuan Pri 0 ini

3

sebelum Mabes Polri melakukan

yelidikan. Dalam investigasi
m BPK menemukan kerugian
negara Rp 2,2 miliar. Namun BPK
ju?a menyatakan tidak bisa men-
elusuri uang Rp 1,5 miliar yang
diserahkan ke Dodik. “Kami juga
buntu di Dodik karena dia men-
gaku tidak pernah terima uang
tersebut,” ujar saksi ahli BPK ini.
Selain mengalir ke kantong tiga
p%abat BP3TKI Denpasar, uang

hasil mark up diketahui mengalir
ke seluruh staf kantor BP3TKI
yang dibagikan oleh Kepala
BP3TKI Denpasar, Pageh.

Selain itu, notaris Putu Candra
juga mengaku menerima uangRp
67 juta dari BP3TKI Denpasar.
Notaris Candra yang diperiksa
mengaku uang tersebut meru-
an pembayaran pengurusan
1 beli tanah seluas 4,5 are
tuk kantor BP3TKI di Jalan Da-
nau Tempe, Denpasar. “Uang Rp
67 juta itu diantar pemilik-tanah
(Paramartha, red) ke kantor dan
diterima staf saya,” jelas Candra
dalam sidang. Selanjutnya sidang
pada, Rabu (4/11) mendatang
akan mengagendakan tuntu-
tan oleh Jaksa Penuntut Umum
(JPU). & rez

® NUSABAL/HENDRA

TERDAKWA kasus korupsi dan mark up Lahan BF 3T Denpasar, | Wayan Pageh (klrl) dan Prlyo Adi Santoso saat
S|dang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (28/ 0).4 .
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WARTAN TMUM =

NiisaB:

SINGARAJA, NusaBali
Inspektorat Buleleb

yata sudah bekerja
tuduhan ada oknum anggm:a
Satpol PP lindungi h tel yang  lanjut

gota Badan Anggaran (Bang-

Edisi

melin ung otel bodon

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

B ra plhak Badan
Satpol?? Linmas Buleleng

tidak berizin tetap berop- Me - belum memberikan klarifi-
erasi. Inspektorat kini maup, i dumanya dibe-
gah kumpulkan data | ngan | dewan terse-
prilaku ‘nakal’ oknum atpol oleh Ba but Kepala Badan Pol PP dan
PP Kepegaw eleng Made Budi

Kepala Inspektorat Putu dasarka dang tugas ke luar
Yasa Rabu (28/10) mengaku, internal pa kota. Sedangkan para kepala
data awal yang telah dipegang  tuskan ap; bidang (Kabid) tidak berani
adalah pernyataan dari ang- Pol PP yq memberikan keterangan ke-

tika wartawan hendak me-

ar) DPRD Buleleng yang nota  terbukti beralah atau ti k. minta konfirmasi terkait
bene adalah Ketua Komisi I, ~Selain itli, Bapekda se tudingan dewan tersebut.

Putu Mangku Budiasa, terkait ri yang akan menjatuh Sementara itu, Komisi I dan
keterlibatan oknum anggota sanksi jika oknum angg Komisi II DPRD Buleleng
Pol PP. Kini, data tersebut Pol PPiitu didy takanmelaku- untuk memanggil Kepala
tinggal di croscheck dengan  kan pelangga Badan Pol PP dan Linmas’
data temuan di lapangan. = aksanaka i a juga belum ada
“Data awal seperti disampai- - “Semua jadwal pasti karena masih
kan oleh dewan sudah kami  akanberweng menunggu kedatangan Budi
pegang dan data itu perlu sangsi|apl Astawa dari tugaas dinas di
kami lengkapi dengan data di' ran dala luar kota.|& k19
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kan 14 pegawai negeri sipil (P
lingkup Pe Gianyar yang te
sangkut sebagai tersangka

Rp 90 juta m lal

Perjalanan
sel tahanan,

(SPPD) Fiktif |

1 \

I%PK RI Perwakilan Provinsi Bali

1| (28/10) so‘e;PNS yang s agian

perempuan ini ditahan di Rutan
‘Gianyar, sete ﬁebm dulu menjalani
pemeriksaan administrasi dan kes-

ehatan di Kq
(Ke]arl) Gia

; Bersamlmng ke Hal- 15

ntor Ke)aksaan Negen

b §
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Ke-14 PNS yang dijeblos-
kan ke sel tahanan, R‘{})u sore
sekitar pukul 16.20 Wita itu,
masing-masing Sang Ayu Made
Ika Kencana Dewi (Staf Camat
Tampaksiring), Ni Ketut Juni-
antari (Staf Dinas Perhubungan
Gianyar), Ni Ketut Suniawati

, Ni Made Ayu Purnia-
'Pemkab Gianyar), AA
Istri Agung Yunariawati (Staf
Camat Gianyar), Ni Wayan Su-
ciasih (PNS Pemkab Gianyar),
Dewa Made Putra (Sekretaris
Camat Tampaksiring), I Ketut
Ritama (Kepala Seksi Ketentera-

(Staf Camat Gianyar), [ Komang
Yastara (Staf Camat Gianyar), I
Made Wirawan (PNS Dispenda
Gianyar), | Nyoman Sulandra
(Staf Camat Ubud), dan I Made

Suparta (Staf Dispenda Gianyar).  barah

man dan Ketertiban Kecamatan 'sore pukul 16.20 Wita, sesuai SPPD. Namun, ternyata
Ubud), I Ketut Puja (Staf Camat gurlakan Minibus. | -hanya 2 orang dari mereka
Tegallalang), | Made Darmaja etiap tersangka kasus yang melakukan kegiatan ke

iri, tidak menghilangkan eka (terdiri dari 2 PNS lelaki dan

Sebelum diperiksa di Kejari pengaruli
Gianyar, lanjut dijebloskan ke  Ketut Sulrlé ana. dalam perjalanan dinas gelom-
Rutan Gianyar, Rabu sore, 14 Meénu
PNS tersangka SPPD fiktif ini gacana pard tersangka sudah dengan SPPD ke Bogor, Jawa
lebih dulu dilimpahkan penyidik =~ sempat ¢obg

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

r Dijebloskan ke Tahanan!

mgota keluarga yang  bertugas di Dinas Pendapatan
5 dlsarankangﬁmn- Daerah (Dispenda) Gianyar

antor Kejari Gianyar.  tahun 2013.
14 PNS tersangka Menurut Kasi Pidsus Kejari
if angsung mengena-  Gianyar, Herdian Rahadi SH, ka-
: bil sus dugaan SPPD fiktif ini ber-
nutupi  mula dari adanya dua pegawai
ahui  diKantor Dispenda Gianyar ya g
saling lapor polisi pada 2013
- silam. D %salmg lapor ke polisi
, | Ketut Sumedana ini, kasnrsnya kemudian dilidik
iakan pihaknyahanya intensif jajaran Polda Bali. Sam-

pahan berkas ka- ﬁaal-,akh ya polisi menemukan
rikut sus dugaan SPPD fiktif ini.

i, dari Kejati Bali. Teru §kap, sekitar Novem-

para tersangk n- -ber 2013 lalu, 14 PNS yang

'ksaanadrriin trasi masih berdinas di Dispenda
an, sebelum u- Gianyar|ini melakukan perjala-
kit ke Rutan Gianyar, nan dinas ke Depok, Jawa Barat,

orupsi pasti kami tah-  Depok. Sedangkan sebagian lagi
jntik mempermudah  melakukan kunjungan pribadi ke
5@ hukum. Selain tu, Bogor, Jawa Barat.

B ,4 orang diantara mer-

, serta tidak mem- 2 PNS perempuan) justru mel-
nglain,” ujar Kajari ~ ancong

rut Sumedana, pen- bang kedua, ada yang berangkat

mengajukan per- Barat. Namun, mereka nyatanya

Pihak Kejati Bali kemudian me- kamika

(Kejati) Bali di Jalan Letda Tan-  tidak mgnahan kliennya, “Na-

.Polda Bali ke Kejaksaan Tinggi mohonan agar pihak ke)a$s an melakukan perjalanan ke Malay-
tulr Niti Mandala Denpasar. mun, perio onanitutetapjti&ak secara bersama-sama sebesar Rp

sia. Mereka pun diduga korupsi

” katanya. | 90 juta melalui SPPD fiktif.

ke Kejari Gianyar.

ini berikut para tersangkanya 14 P}S

fiktif ini dibawa dari Kejati Bali
hingga tiba di Kejari Gi
Rabu siang sekitar pukul 11.00
Wita. Begitu tiba, mereka lang-
ysung menjalani pemeriksaan
‘administrasi dan kesehatan. ke-
'14 PNS tersangka SPPD fiktif ini
didampingi tiga pengacara
Pantauan NusaBali, kedatan-
gan para tersangka di Kejari
Gianyar kemarip, sempat dijen-
guk sejumlah anggota keluarga
mereka. Beberapa di antara ang-
gota keluarga itu sempat mena-
ngis, sehingga mengundang
perhatian sejumlah pegawai
Kejari Gianyar. ( Oleh pegawaike-  ti

nyerahkan penanganan kasus Salah| sqtu kuasa hukum Sementara itu, Rutan Gianyar

Bernadih SH, juga men
Para PNS tersangka SPPD piha nyg

 Bisd berbuat apa,’ "jelas  tahanan di Rutan Gianyar.

' p i jara. Ke-14 PNSini _Rutan Gianyar, IB Duwikora Pu-

ila| Rp 90 juta saat n isih  Rabu kemarin. @& lIsa

akui (napi) dan tahanan, menyusul
sudah mengalg_an dijebloskannya 14 PNS tersang-

d angka SPPD%Iktlf kini dihuni 105 narapidana

ada ka kasus dugaan korupsi me-
an erhadap kliennya. . lalui SPPD fiktif, Rabu kemarin.

, tidak Soalnya, sebelum masuknya 14
)i hak kejaksaan. “Kami PNS ini, sudah ada 91 napi dan

1 “Pimpinan kami sedang men-
ersangka SPPD fiktif gusulkan pemindahan beberapa
anya PNS hngkup napi ke LP lainnya di Bali. Usulan
sianyar ini dijera IJgasal diajukan Kanwil Kemenkum

31 Tahun 1999 tentang - HAM Provinsi Bali. Usulan pe-
N No- mindahan ini dilakukan, karena

n 2001 jo Pasal 55 hunian ideal di.Rutan Gianyar
ancaman hukuman  sebetulnya hanya 70 orang,” je-
i hun dan'maksimal las Kepala Satuan Pengamanan

sdugaan SPPD fik-  tra, saat dikonfirmasi NusaBali,




